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BUPATI PADANG - LAWAS UTARA,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dan adanya
perkembangan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pert:mbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Aras Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Daerah; :

~

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangar: Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Eentang
Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4681);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-a Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normo- 2049);

Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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1 Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
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1anza telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
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Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor

2hun g Retribusi Daerah (Lem3>aran

i< ITzahun 2010 tentan
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomer 12);

Dengan Perse-ujuan Bersama

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA
can

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

~~ Panlldiubabsehinwi’asallberbunyisebagajbaikm:
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Pasal 1

1 Daerah ir.i yang dimaksud dengan :
adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
- nan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah
Semerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
tazan Republik Indonesia sebagaimana dimaksad calam
p-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19485.
mmtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
@mi=han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
EEmmahan yvang menjadi kewenangan daeral. otonom.
Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
#mbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
‘@emyelenggara Pemerintahan Daerah.
Salah Bupati Padang Lawas Utara. : :
acdalan pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
sesua: dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
=iz DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan
o Dersama Bupati.
Supati adalah Peraturan Bupati Padang lawas utara.
#=alah sekumpulan orang dan/atzau modal yang merusakan
Saik yang melakukan usaha maurun yang tidak yang tidak
usaha yang meliputi persercan terbatas, perseroan
& = . zerseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUUMN),
B S usaha milik daerah. | ‘
By  Tacrah, veng selanjutnya disebut Retribusi adalah
- = daerah sedagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin
BT y=ng khusus disediekan dan /atau diberikan oleh Pemerintah
maw ==k keoentingan orang pribadi atau badan:
ge== =-=.2_ dcg@ialan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan
e = ¥ang menyebabkan barang,fasilitas atau kemarfaatan
JF=mg capat dinikmeti oleh orang pribadi atau badan;
&= adalah jasa yang disediakan atau diberikar oleh
Daerah untuk tujuan kepentingan dan keman‘zatan
“— ==%al amnikinati oleh Pribadi atau hadan;
B asane adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Caerah
= —=oganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
) disediakan oleh sektor swasta;
s=rEntu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
- ———erian iiir. kepada orang pribadi atau badan yang untuk
~=fgaturan, pengendalian dan psngawasan atas kegiatan,
—_ Tuang serta penggunaan sumber daya zlam,
rana atas kcg'iatan. pcmanfaata-n: sarana atau fasilitas
melindungi kepentingan umum dar. menjaga kelestarian
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. - &=izusm adalah orang pribadi a-au badan yang menurut
perundang-undangan  retribusi diwajibkan  untuk
= pembayaran retribusi, termasuk pemungut alat pemotong

B fertentu;
Susi adalah suatu jangka wzktu yang merupakan batas
g "+ == T350 retribusi untuk meman’aatkan iasa dan pesijinan

S === pemenniah daerah vang bersangkutan;
= - . - a ) .« . .
— 1 Retridbusi Daerah, yang seian ulnya disingkat SSRD,
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ali= pembajyaran atau penyetorar. retno : telah
femgan menggunakan ‘ormulir atau telah dilakukan dengan
?

e kas daerah melalui tempat pembayaran yang dit

san Retrisusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD

same eetetapar. retribusi yang menenfukan besarnya jamilah
o yang terutang

Memcan retribusi daerah Lebih bayar, yang selanjutnya

SXRIDLB, adalah surat ketelapan retribusi yang

maumiah kelebihan vembayaran retribusi karena ‘umilah

ari pada retribusi yang terutang yang
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=2 rrulang,

iz, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
yang untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
@erupa bunga dan / atau denda;
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— A erdasarkan suaftu standard pemernksaar

.2 keptuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan
Smme—— WM Toiuan lain dala rangka melaksanakan ketentuan

mmdang-1indangan perpaigkan daerah dan retoibusi

-

==Zex pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian
=, samg czkukan oleh penvidik untuk mencari serta
m bukt yang dengan bukti itu membuat terang tindak

B el

retribusi daerah yang terjadi serta menermukan

2 —as2 umum adalah:
Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
. LmEwanan Pasar
= “=mgganntan Biaya Cetak Peta; dan
Bengolahan Limbah Cair.
sasaran dalam nenetanan ta=f Ratriluaci Tocn v

—mEAm memplrualixan biaya penvedizan jasa  vang
s=fmamplan masvarakat, asnelr keadilan don efelrtivitas
a=s pelayanan tersebut.

% Ayat (1) dan Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi

B2 Retribusi pelayanan Persampzhan / Kebers'han dipungut
= pelayanan persampahan / Kebersihan:



e mamma retribusi Pelayanan Parkir di Tepi calan Umum dipungut
S #%as penyesuaiar. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

mama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut reiribusi atas

-2

= penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana;

mama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut

atas Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta;

=mma Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas
pengolahan limbah cair.

=asal 5 dihapus.

#=sal § diubah schingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

()

Pasal 6 "\

®==Busi  Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana
f S&alam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/
= pang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

mSsan /pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

mgan sementara.

Btan sampah dan sumberaya dan/atau lokasi pembuangan

=ar= ke lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah ; dan

= lokasi pembuangan/pemusnahan akair sampah.

Be=n dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

@=a@yanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,
Emmum lainnya.,

®|=t—busi  pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana

S2’am pasal 3 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan
E=mgeunakan/menikmati pelayanan persampahzn/kebers:han.

. =emgulur tingkat  penggunaan jasa  Retribusi pelayanan

: : San /kebersihan diukur berdasarkan lokasi. volume sampah dan
B W=kTu pelayanan persampahan/kebersihan.

2an besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebers:ihan
sebagaimana tercantum dalam lampirar: [ dan merupzkan

- Fang tdak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 dihapus
Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbt_;xjxyi s=bagai berikut:

Pasal 8

-

B retnbusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana

Baiesud dalam pasal 3 ayat (1) hurof d adalah penyediaan pelayanan
& ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

e ketentuan peraturan perundang-undangan;

Retribusi pelayanar parkir di tep: Jalan umum sebagaimana

ad : dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau

Nomor 12 Tahun 2010
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layanan parkir €i Tepi Jalan

umum di ukur berdasarkanr

wakKtu peARgunaan,
esaran tan! Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi calan
pKan sebagaimana tercantum daam lampiran 11 dan
agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in
Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Susi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
alah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana,
pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus
2 untuk pedagang;

retribusi —wela\'aman pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

o fasilitas pasar;

*Kan dan objek rewribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
= pelavanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis yang dijual dan luas
ir dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan
E=mana tercantum dalam lampiran 11l dan merupakan bagian yang

& =rpisahkan dari Peraturan Daerah ini. S

Szan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 oerbunyi sebagei berikut:
! Pasal 11

=% retribusi pengolahan limbah cair sebagaimane dimaksud dalam Pasal
< (1) huruf g adalah pelayanan pengolahan :mbah cair rumah tangga,
nioran, dan industri yang di sediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
=r= khusus oleh Pemerintah Daerah dalam beatuk instalasi pengolahan
R cair;
xcualikan dan objek retribusi sebagaumana dimaksud pada avat (1)
2 pelayanan pengolahan hmbah cair yang disediakan, dimiliki, dan /
dikelola oleh pemerintah, BUMN BUMD. pihak swasta, clan
an limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan atau
pcmbuanga.n lainnya;
ek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud calam
3 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang
miyelenggarakan kegaitan usaha pengolahaan limbah cair;

EXat penggunaan jasa Retsibusi pengolahan limbah cair ciukur
pada kualitas can kuantitas pelayanan pengolahan limbah cair

: Nomor 12 Tun 2010
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yang menggunakan/menikmati pelayanan

t penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum di uk
s jalan, jenis kendaraan dan waktu peAggunaan;
sktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepl &
ditetapkan sebagaimana tercantum daam lampiran 1
epakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in’.

ean Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 9

® retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
Wi e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana,
mepe pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus
sSmikan untuk pedagang;

=« retribusi pelayanan pasar sebagaimane dimaksud dalam pasal 3
: huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /
u fasilitas pasar;

waitkan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| MEmat pelavanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak
S
m@e=t penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis yang dijual dan luas
g ——an

fmroeTur  dan  besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan
Wemmes=-mana tercantum dalam lampiran Il dan merupakan bagian yang

 Smmes c=—pisahkan dari Peraturan Daerah ini. X

| S=m==tian Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 11

Z&p=« retmbusi pengolahan limbah cair sebagaimane dimaksud dalam: Pasal
. T ap=: 1) huruf g adalah pelayanan pengolahan l:mbah cair rumah tangga,
. pe-g=ntoran, dan industri yang di sediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
| me==-= khusus oleh Pemenntah Daerah dalam bentuk instalasi psngolahan
b Smiah cair;
‘See=cualikan dan objek retribusi scbagaunana dimaksud pada avat (1)
. asmzlah pelayanan pengolahan hmbap pa;r yang disediakan, dimiliki, dan /
. m=u dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, clan
. se—5>uangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan atau
. m=rana pembuangan lainnya;
Sumek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud calam
sesa! 3 ayat (1) "huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang
menvelenggarakan kegaitan usaha pengolahaan limbah cair;
Tmgxat penggunaan jasa Retribusi pengolahan limbah cair ciukur
@rcasarkan pada kualitas can kuantitas pelayanan pengolahan limbah cair

an Perda Nomor 12 Tahun 2010
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saga; dasar dalam
mgolahan limbah calr;
ktur dan besaran t
sagaimana tercantum dalan |
k terpisahkan dari Peraturan Da

153

i Kstentuan Pasal 13 diub..h-’ 1 1

Retribusi Jasa Usaha adalah:
wribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
eribusi Penginapan/Persanggrahan/ Vill
®e=ribusi Rumah Potong Hewan;
pERapUs. | A

. Kestentuan Pasal 14 Ayat (4) d
| Berikut:

nama retribusi pemakaia

pelayana.n Pemakaian leeklyllﬂ
n nama Retribusi tempat p

51 atas pelayanan tempat p
nama retribusi rumlh ng
an penyediaan fasilitas nm, e
R

i

=s=ntuan Pasal 15 diubah sehingga |

viek retribusi pemakaian kek
al 13 huruf a acalah pemakaian kekz
ecualikan dan pengertian pemaka
maksud pada ayat (1) adalah per
xdantanahtembut; i
‘ 'Jek retribusi
1 pasal 13 ayat (1) hmlil
mmgg\mhnl y
1gxat pmmunnn m




_ "mpat penginapar./pesanggrahan/villa sebagaimana
- vam pasal 13 huruf b adalah pelayanan tempat
— -wanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, da atav dikelola
= - A daeran;

e - dan objek ret-ibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
s empat per Agnmpan/pesarggrahan/‘ﬂua yang dmedmk.an d"m‘lhkl
ses 320 dikelola oleh pemerintah, BUMN,BUMD, dan pihak swasta;

=g«a® penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggraiar/vilia
Beesa ko au jenis dan jangka waktu pemakaian;
paktur dan besaran tarif Retribusi Tempat

@mapan Demanggrahan/\ulla dltetapkan scbaga.imana tcrce:ltum

fe==—=:an Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Bekx retribusi rumah potong hewan sebagannana dimaksud dalam Pasal
® =uruf ¢ adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
| Sewan termak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
= sesudah dipotong, yang diseciakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh
me-itah Daerah;

Die=—uzlikan dan objek retnibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mE=lzh pelayanan penyedian fasilitas rumah pemoto*xgan hewan temak

pew=k retribusi rumah potong hewan sebaga.lmana dimaksud dalam pasal
zvat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang
m=—gzunakan/menikmati  pelayanan penyediaan fasilitas rumnah
" s=—otongan hewan yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesebatan
| s=w=n sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan /
t @mu dikelola oleh Pemerintah Daerah;

gzt penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah
| ===k yang akan dipotong;

Seoruktur dan besaran tarid Rctnbusa Rumah Potong Hewan ditetapkan

| Sk terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

®=t=ntuan Pasal 18 dihapus
Hes=ntuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 20 ,
i Retribusi Perizinan tertentu adalah
} @baous;

SBapus
Setribusi [zin Trayek

- - ~Aasen

| w=e=gzimana tercanturn dalam lampiran VII ¢an merupakan bagian yang




e nana Metribusl g 1

e A, Vasal 22 d’h‘m ! I| E
Bt 01 Fasal 23 d”‘w l I

Raserituan Pasal 24 diubah

ek Retibusl 1zin Trayek
il pemberian  izin

Manyediakarn pelayansn lﬂm
Beberapa trayvek tertenty;
Watyek Retribusi 1zin Trayek

% ®dalah orang pribadi stey m
- Pemenintal, Daerah;

Bemap perusahsan angkutan yang b
Whara hams mempunya 1zin my&k
Wmencapat izin dan Bupati Padang L
= rayek diberikan untuk
njang kembali bila MM.’ A
man perpanjangan Zin trayek |
lum masa berlaky izin benkhkz
Setiap mobil Bus Umum, penumps .
‘ 3 (ua) umum yang telah mempy
pengawuan sebagaimana d
ga wakiu 1 (Batu) tahun; 3
busi 1zin Trayek diukur dm grat
k didasarkan atas jenis kendare
ur dgglb”“m tarif R I
srcantum am hmplr :
‘serpisahkan dari Peraturan D.mhu ]

Hetentuan Pasal 30 diubah sehingga Pa

s

TR

{ retribusi ditinjau kembali paling s

! m fm Wi ,éa-;;i:

. " 'J

van tarif retribusi sebagaimana

Peraturan Bupati, A

1 Pasel 35 dibapus
Pasal 56 dihapus
mu—;umm -
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' PERUMAHAN

a. PERUMAHAN A/KEI

b. PERUMAHAN B/KE
JL.PROTOKOL

PEDAGANG KOMERSIAL
" a KIOS KATEGORI1 _
5. KIOS KATEGORI 1T

“TOKO SWALAYAN,
_PASAR BUAH




LATAI SAN PASAR DAN BADAN JALAN: | 5.000,-/HARI PEKAR
SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK-
\NAK DAN SEJENISNYA

"EDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN 5.000,-/KARI PEKAN
[KAN MAS ; ' \
- & PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN 5.000,-/HARI PEKAN

UMUM, KAKI LIMA

g ]

KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA | 3.000,-/HARI PEKAN
MAKANAN/MINUMAN

PERSAMPAHAN i

a. PELATARAN 1.000,-/HARI

b. PASAR HARIAN 1.000,-/HARI

PEMAKAIAN _FASILITAS KAMAR MANDI/WC | 2.0C0,-/SEKALI MASUK | "\
DALAM LOKASI PASAR, BUANG AIR KECIL DAN '
BUANG AIR BESAR

HOTEL/LOSMEN :

2. HOTEL BERBINTANG 50.000,-/BLN

b. HOTEL MELATI 35.000,-/BLN

¢. LOSMEN » 25.000,-/BLN

RUMAH MAKAN/RESTORAN/WARUNG/KAFE
RUMAH MAKAN/RESTORAN/KAFE 32.000,-/BLN

w

WARUNG/KEDAINASI 20.000,-/BLN -

=

PERUSAHAAN PABRIK/ INDUSTRI 1
a. LUAS 0S/D 5.000 M* 50.000,-/BLN

b. LUAS 5.000 M” S/D 15.000 M? 75.000,-/BLN

c. LUAS 15.000 M?S/D 25.000 M* ~ ]100.000,-/BLN

d. LUAS 25.000 M*S/D KEATAS 200.000,-/BLN

e. PENGGILINGAN PADI 20.000,-/BLN

USAHA TONTONAN HIBURAN / REKLAME / e
REKREASIDAN-TTU :

2. BIOSKOP/TONTONAN HIBURAN 30.000,-/BLN
' b. BILLYARD 10.000,-/BLN_
c. SALON KECANTIKAN 25.000,-/BLN

.

TERMINAL BUS 50.000,-/B

USAHA BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN:




PEMGK L MOBIL 7 SHOW
RENOKEL SEPEDA MOTO

DANG I
= T
OARASUPARKIR MPU, BUS,
PERKANTORAN
PEMERINT AHAN
"5 NON PEMERINTAHAN / W,
RUMAH SAKIT :
2. RUMAH SAKIT PEMERINTAH
5. RUMAH SAKH SWASTA
¢. BALAI PENGOBATAN

d. KLINIK

| KHUSUS MEMBUANG SECARA LANG:
| TPA SELAIN DARI TRANSFER DEPO D




. PERATURAN DAE

|03 TAUuN 2000

L 0 gonuon 2000
PERUBAHAN ATAS
LAWAS UTARA NOMC
DAERAH.

STRUKTUR DAN 1

| Biaya pemotongan
‘  Biaya Pemeriksaan Daging










PERATURAN D

03 TAHUN 2010

0b aanuan 2070 3
PERUBAMHAN ATAS
LAWAS UTARA NOMOR
DAERAH, !

STRUKTUR DAN BESAR

b. BULDOZER TIPE D 50 A
c. BULDOZER TIPE 35
" d. GREDER
e. EXCAVATOR
jf. WHEEL LOADER (SHOVZ
'g. STONE CRUSHER
h. ASPHALT FINISHER
1. ASPHALT MIXING PLANT
I BECKO LOADER
% TANDEM ROLLER
T SMOTH DRUM

§ SEMAKAIAN MESIN GILAS

"= PNEUMATIC TYRE ROOLER
= PLATER TAMPER
SEMAKAIAN TRUCK
= DUMP TRUCK

-LOBAL POSITION SYSTEM (GPS) TOTAL
“ATION




- PENQUKURA!
{UKURAN 2
§ " A<AIAN UNTUK SE\
~ OPS SEBESAR
oy
« TOTAL STATION 1
ESTKSAAN KUALITAS AIR 8

“ % PERUSAHAAN

83 MASYARAKAT

§ =MERIKSAAN KIMIA TERBATAS
R INDUSTRI

"3 MASYARAKAT
AKAIAN BANGUNAN GEDUNG/RU

™2 GEDUNG SERBAGUNA PARANG
AXAJAN BUS PEMDA :
SMAKAIAN ALAT DAN MESIN PEXRTANIAN

=AND TRAKTOR
- POMPA AIR
'{FOWER THERESSER

BN THILLER

E TRANSPLANTER _

TOR RODA 4

AVATOR MINT




LAMPIRAN VI :
NOMOR 03 A
TANGGAL © o gar
TENTANG :  PERUBA
LAWAS U
DAERAH.

STRUKTUR D
TEMPAT PEN
URAIAN
Klasifikasi Kamar/Ruagan VIp
Klasifikasi Kamar/Ruagan Ekonorr
Klasifikasi Kamar/Ruagan Standar

Klasifikasi Kamar/Ruagan Tamn

Klasifikasi Kamar/ Ruagan Pertemu;




LAMPIRAN ¥
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

A. Retribusi Pelavana

KOMPONEN RETR

Siaya jasa pemakai
Biaya pemeriksaan he
| Biaya pemotongan 3
(, Siayz Pemeriksaan Dagin
| Biaya Kebersihan
Jumlah

- Retribusi pelayanan terhada
disediakan untuk menunjang ke

JENIS PELAYANAN

1

HEWAN MASUK LOKASI PASAR |~
HEWAN 4

PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN APABILA TERJUAL




LANTIRAN VIR .

NONOR

Sl nn.l :
SANGGAL “\ |

SONTANG

TRAAN
“~mmw
MOSIL SUS UNUM

STTA PENUNPANG UMUN

2]

STIA BARANG SERMOTOR




